
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Mengenai proses perolehan Hak Pakai Orang Asing terdapat perbedaan antara 

aturan sebelumnya dengan aturan yang sekarang. Dimana aturan  yang berbeda 

sebagaimana dimaksud adalah perolehan Hak Pakai Orang Asing yang untuk 

tempat tinggal, dimana sebelumnya perolehan Hak Pakai Orang Asing tersebut 

hanya boleh diperoleh apabila rumah susun tersebut dibangun diatas Hak Pakai, 

namun sekarang di perolehan Hak Pakai Orang Asing setelah berlakunya 

Permen ATR/KBPN RI Nomor 29 Tahun 2016, menjadikan  rumah susun 

diatas Hak Guna Bangunan dapat dibeli dan dimiliki oleh Orang Asing dengan 

cara melakukan perubahan secara langsung Sertipikat Hak Milik menjadi 

Setipikat Hak Pakai Rumah Susun di Kantor Pertanahan dengan syarat tertentu 

yang harus dipenuhi oleh Orang Asing. 

2. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perolehan Hak Pakai Orang Asing atas 

tanah di Indonesia adalah akibat hukum terhadap konsep tanah bersama rumah 

susun. Orang Asing secara tidak langsung dapat menikmati Hak Guna 

Bangunan, padahal  yang diizinkan menikmati Hak Guna Bangunan adalah 

warga Indonesia saja. Karena rumah susun memiliki konsep tanah bersama, jika 

tanah bersama tersebut hak guna bangunan, maka Orang Asing juga dapat 

menikmati Hak Bersama tersebut menjadi kepemilikan secara bersama, 

mengingat rumah susun yang dibeli Orang Asing berada di atas tanah Hak 

Guna Bangunan. 



 

 

B. Saran  

1. Proses perolehan hak atas tanah bagi Orang Asing harus lebih dioptimalkan dan 

disosialisasikan oleh pemerintah melalui Kantor Pertanahan setempat dan juga 

media elektronik yang mudah diakses oleh masyarakat. Soasialisasi peraturan 

pemerintah terbaru serta apa perbedaannya dengn aturan lama dijelaskan 

dengan bahasa yang lebih mudah dipahami masyarakat, untuk menghindari 

penyeludupan hukum yang sangat merugikan negara. Perolehan Hak Pakai 

Orang Asing perlu untuk disosialisakikan lebih lanjut kepada Orang Asing yang 

ingin melakukan peralihan Hak Pakai yang telah diperolehnya melalui peran 

dari pemerintah secara aktif, yaitu dengan memberitahukan bahwa Hak Pakai 

bisa dialihkan baik kepada Warga Negara Indoenesia maupun kepada Orang 

Asing yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Undang-undang. 

2.  Kemudian berkaitan dengan akibat hukum, seharusnya berkaitan pengaturan 

kepemilikan rumah atau hunian orang asing harus konsisten dengan aturan yang 

diatasnya, terutama pengaturan pemilikan rumah susun bagi Orang Asing, 

padahal berdasarkan PP Nomor 103 Tahun 2015, Orang Asing hanya dapat 

memiliki rumah susun yang dibangun diatas tanah Hak Pakai, hal tersebut tentu 

menjadi suatu permasalahan, karena berakibat kepada konsep tanah bersama 

sebagaimana yang diatur di dalam Undang-udang Rumah Susun, dan sebaiknya 

aturan pelaksana PP Nomor 103 Tahun 2015 mewajibkan Orang Asing 

membeli rumah susun diatas Hak Pakai saja, sehingga sejalan dengan asas 

nasionalitas hukum agraria Indonesia. 


